
Kapanewon Temon ada di

Kalurahan Kulur, Kaligin-

tung, Temon Wetan,

Temon Kulon, Palihan,

Janten, Karangwuluh,

Sindutan, dan Kebonrejo.

Bidang lahan yang tidak

diketahui pemiliknya terse-

but akan diumumkan

kepada publik. "Apabila

setelah proses itu masih

ditemukan ada lahan yang

belum mendapatkan per-

setujuan dari pemilik, ma-

ka konsultasi publik ke-

mungkinan akan dilakukan

kembali," ungkapnya.

Menurut Bayu, apabila

tahap konsultasi publik

belum tuntas, Pemda DIY

tidak bisa menerbitkan Izin

Penetapan Lokasi (IPL)

untuk melakukan pembe-

basan lahan. Untuk itu

Pemda DIY perlu menda-

pat pernyataan persetu-

juan pelepasan lahan dari

warga terdampak proyek

tol. 

"Untuk IPL prosesnya

belum selesai, nanti kalau

semua sudah setuju dan ti-

dak ada yang menyatakan

keberatan baru kita ajukan

IPL," jelasnya.          (Ria)-f

ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN  7

SENIN KLIWON, 11 SEPTEMBER 2023

( 24 SAPAR 1957 )

Ketegangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Sambungan hal 1 Sejumlah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Sambungan hal 1

Perimbangan kekuasaan menjadi

timpang tanpa ada resistensi berarti

di legislatif sehingga menjadi sebab

lolosnya RUU kontroversial seperti

Omnibus Law. 

Pilpres telah menjadi arena di

mana semua pertaruhan, kepenting-

an, dan harapan semua aktor politik

dicurahkan, yang menjadikannya

menjadi semacam �bejana� yang

demikian tinggi tekanannya.

Tekanan tinggi itulah yang membuat

pilpres di Indonesia dirasa penuh

ketegangan. Dalam political ambi-

ence yang dipenuhi ketegangan itu-

lah kejutan demi kejutan muncul. 

Sikap dan dukungan presiden ter-

utama kepada Ganjar dan Prabowo

memunculkan beragam spekulasi

dan pertanyaan dari partai dan ma-

syarakat. Belum lama lalu, bongkar

pasang pemain juga terjadi dalam

koalisi yang sebetulnya bukan sesu-

atu yang aneh dalam iklim politik di

Indonesia yang lebih berbasis ke-

pentingan, bukan pada kesamaan

posisi dalam spektrum ideologi.

Drama-drama itulah yang membuat

pilpres menjadi semakin mene-

gangkan. 

Karena itulah menarik untuk mem-

bincangkan wacana yang

ditawarkan KPU RI untuk memper-

cepat jadwal pendaftaran capres

dan cawapres Pilpres 2024. KPU

bermaksud memperpendek durasi

pendaftaran capres-cawapres, yang

awalnya dijadwalkan pada 19

Oktober�25 November 2023 menja-

di 10 Oktober 2023 dan ditutup pada

16 Oktober 2023. Artinya durasi

pendaftaran diperpendek dari awal-

nya 38 hari menjadi tujuh hari saja. 

Pemerintah dan beberapa anggo-

ta DPR nampaknya sepakat dengan

usulan KPU ini. Menkopolhukam

Mahfud MD misalnya, mengatakan

bahwa masa pendaftaran yang se-

belumnya terlalu lama, sehingga

berpotensi menimbulkan konflik dan

ketegangan antar partai dalam pe-

nentuan calon yang akan maju.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ya-

nuar Prihatin menyampaikan bahwa

usulan pendaftaran capres dan

cawapres dapat membantu mere-

dakan ketegangan politik khususnya

di antara partai-partai pengusung.

Meskipun demikian, sebetulnya

usaha-usaha meredakan ketegan-

gan pilpres tidak hanya cukup di-

upayakan melalui aspek regulasi.

Upaya-upaya kultural juga perlu

dikedepankan agar pilpres menjadi

momentum pendidikan politik yang

lebih santai, namun tetap santun

mencerdaskan dan dapat dinikmati

semua anak bangsa. Pelembagaan

partai juga menjadi salah satu upa-

ya agar kontestasi pilpres tidak sarat

kepentingan pribadi, namun berba-

sis pada kepentingan yang lebih

luas.

Pilpres sebenarnya tidak hanya

cukup dimaknai sebagai metode un-

tuk memilih pemimpin politik

(Schumpeter, 1950). Namun pilpres

maupun pemilu yang lain meru-

pakan investasi bagi masa depan

bangsa dan negara. Bukan tidak

mungkin akan berpengaruh terha-

dap keberlangsungan negara-

bangsa. Di mana hal itu sedikit

banyak ditentukan oleh bagaimana

tindakan aktor-aktor politik hari ini.   

(Penulis adalah Dosen Ilmu

Pemerintahan UMY)-f 


